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tenlmbaag a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentalg Pemerintahan

Daera-h, sebagaimana tel,ah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang - Undalg Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksalaal APBD kepada Dewan Perwakil,an Rakyat Daerah

(DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang teLah

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6

(enam) butran seteLah tahun angga-ran berakhir;

bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkal dengan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O 19;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 2A Tahun 19S9 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaral Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

b
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 terrtang perbendaharaal

Negara (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undalg-Undalg Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tqmbahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undalg-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nega.ra

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan

kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undalg-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangal

Keuangal Antara Pemerintah Pusat darr Pemerintahan Daerah

(Irmba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan lembaraa Negara Republik

Indonesia Nomor 5O49);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahal Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2e14, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Badan t ayanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 4g, Tambahan
l"embaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 45O2) sebagaimana
telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun
2Ol2 tentang Perutrahan atas peraturan pemerintah Nomor 23

hun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 534O);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

f 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O05 Nomor 138, Tambahan t embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diu h
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peratur pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (I_emb n Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor l l0, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O05 tentang pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor lSO,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45g5);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintahan Daerah (trmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O10 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (lcmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

17 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 I 2 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);
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Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2077 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

PerwakilarRakyat Daerah firmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Finjaman

Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2O18

Nomor 248, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamba-tral Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O11 Nomor 310);

Peraturan Menteri D Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Pada Pemerintah Daerah ( rita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Froduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2O36);

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuargan Daerah (kmbaran

Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2OO8 Nomor 2)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
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Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok

Pengelol;aan Keuangal Daerah {lembaran Daerah Kabupaten

Tana Toraja Tahun 2O15 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Torqja Nomor 6 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 20 19;

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2O19

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

Tahun Anggaran 2Ol9; (I-€mbaran Daerah Kabupaten Tana

raja Nomor 4 Tahun 2019);

27.

MDUUTUBKAIT:

PERATURAIT DAERAII TEITTAITG PERTAITGGIIf,GIAWABAT

PEI"AIISAITAAT AT(X}ARAIT PETDAPATAIT DAIT BEL/IITJA DAERAII

TAIII'T AIGGARAII 2019.

Pasal 1

(f) Pertanggungiawaban Peleksanaan APBD berupa laporan

keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaral Lebih;

c. Neraca;

d. Laporan Operasionat

e. L,aporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Iaporan Keualgan.

(2) I^aporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilanpiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (l) huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

b. Be a..........

Surplus/(Defisit)

Ucnetaptan

1.165.432.763.862.9 |

25_379.665.450,t7
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Pembiayaal

r Penerimaal....
. Pengeluaran...

Pembiayaan Netto

Rp16.172.080.960,06

Rp5.OOO.OOO.OOO.OO

Rol 1.172.080.96O.06

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp137.522.818.686,92 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapa.tan. ... . .. . .. . .. .

b. Rea1isasi....

Selisih tebih.. Rp137.522.818.686,92

Selisih anggaftrn dengan realisasi belalja sejumlah

RplT 4.322.651. 389, 15 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja

b. Realisasi....

Rp 1.328.335.248.0O0,00

Ro1. 190.8 12.429.3 13.O8

Rp 1.339.7ss.4 1 5.252,06

RD1. 165,432.763.862.9 I

lRp I t. 42o. 167 .2s2,06!.

Ro25.379.665.450.17

Selisih Irbih... Rp174.322.651.389,15

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) seju mlah

(Rp36.799.832.702,23 dengan rincian sebagai berikut :

Selisih Kurang. lRp36,7 99.832.7 02,231

Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejuml,ah

Rp248.O86.292,0O dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan

Pembiayaan.... .. Rp 16'420' 167 '252 '06

b. Realisasi. Rpl6.172.O8O.960.O6

Selisih Rp248.086,292,OO

Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaao dengan

rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran

Pembiayaan.... Rp5.OO0.0OO.OOO,0O

Ro5.OO0.00O.O00.OOb. Realisasi.

Selisih

Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto dengan rincian

sebagai berikut :

6



7-

a. Anggaran Pembiayaal

Netlo....... ..... .. F.pl7.420.167 .252,06

Rol 1.172.080.960,06b. Realisasi.

Selisih Rp24a.Oa6.292,OO

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih sebagaimana dirnaksud

dalam pssal l ayat(l) hurufb per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaral kbih Awal............ Rpl6. 172.080.960,06

b Penggr:naan SAL sebagai
Penerimaal Pembiayaan Tahul
Berjalan... ......

16. r72.080.960 06

Rp3.585.665.70 7. 127,7 t
Rp50.714.445. 1 13,00

Rp3.585.665.70 1.727,7 |

c.

d

Sisa Irbih Pembiayaan Anggaran
(srLPA)............ Rp36.456.486.410,23

Saldo Anggarar Lebih
Akhk............. Rp36.456.486.410,23

Pasal 5

Ne a sebagaimala dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk
tahun yang berakhir sampa.i dengan 31 Desember 2019 sebagai

berikut:

a. Jumlah Aset...

b. Jumlah Kewajiban......

c. Jumlah Ekuitas Dana..................

6

a. Pendapatan - LO. Rp1.073.788,28a.743,79

b. Beban................. Ro975.292.201.848.86

Surplus dari Operasi- LO..................

Pasal 7

Rpg8.496.086.894,93

Laporan Arus Kas sebagaimana dimsksud dalqm Pasal 1 ayat (l) huruf
e untuk tahun yang berakhir sarnpai dengan 31 Desember 2019

sebagai berikut:
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Saldo Awal Kas di BUD dal Kas di
Bendahara Pengeluaran per 1 Januari
2019...............
Arus Kas dari Aktivitas Operasi..........

Arus Kas dari Aktivitas Investasi............

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan. . .. . . ...

Arus Kas dari Aktivitas Ttansitoris.........

f. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di
Bendahara Pengeluaran per 31 Desember
2019...............

C. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019....

b

c

d

e

Rp16.610.578.a82,06
Rp247.130.776.605,8O

lRp221 .999.197 .447 ,63],
( Rp5.000.000.000,00)

Ro90.153.856.0O

Rp36.832.3 1 1.496,23
Rp36.832.31 1.496,23

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai denga.n 31
Desember 2019 sebagai berikut:
a. Ekuitas Awal, 1 Januari 2018............ Rp 1.786.552.519.97 7,93

b. Surplus/ Defisit - LO Rp1.634.662. 193.035,7 1

C Dam pak Kumulatif Peruballal
Kebljakan/ Kesalahan Mendasar......... .113.776.543.OO7 ,O7

d. Ekuitas Akhir, 3l Desember 2018...... Rp3.534.951.256.014,71

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaraa 2019 memuat informasi baik

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos l,aporal keuangal.

Pasal l0
Pertanggungjawaban pelaksalaan APBD sebagaimzns dimaksud

dalam Pasal I tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri

dari:

a. Iampiran I : laporan Realisasi Anggaran

I-ampiran I. 1. : Ringkasan Laporal Realisasi Anggaran

Menurut Umsan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;

Iampiran I.2. : Rincian Laporan Realisasi Angga-ran

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;
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Lampiran I.3.

Iampiran I.4.

Lampiran 1.5.

b. I ampiran II
c, I +mFiram III
d. lampiran IV

e. I qmpiran V

f. l^ampiran VI

g. I^ampiran VII

h. Ianpiran VIII

i l^ampiran IX

j. Lampiran X

k. Iampiran XI

1. I^ampiran XII

m. r ^mpiran XIII

n. tampiran XfV

o. Lampiran XV

p. I^ampiran XVI

q. lampiran XVII

1. I-ampiran XVItr

s. lampiran XIX

Rekapitulasi Rea.lisasi Belanja Daerah
Menurut Urusan pemerintahal Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Betarrja
Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusal Pemerintahan Daerah

dan Fungsi Da'lam 11s161gka Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Da-ftar Jumlah Pegawai Berdasarkan

Golongan dan Jabatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran trbih;
Iaporal Operasional;

Laporan Perubalan Ekuitas;

Neraca;

Iaporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Da-ftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang

Tidat Tertagih;

Da-ftar Rekapitulasi Dala Bergulir dan

Penyisihan Dala Bergulir;

DaItar Penyertaan Modal (Investasi)

Daerah;

Da-ftar Rekapitulasi Realisasi Penqr'tbahan

dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam

Pekerjaan;

Daftar Rekapitu lasi Aset lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Paljang;

Daftff Kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai a-khir tahun dan

diqngqarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya; dan
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Pasal I I

l^anpiran Laporan Keuangan sebagaimana rlimaftsqd dalam Pasal 1

ayat (2) yaitu:

Ikhtisar laporan keuangan badan usaln milik

daerah/ perusahaan daerah tercantum da'lqm Iampiran XX

peraturan daerah ini;

Pasal 12

Bupa.ti menetapkan Peraturan Bupa.ti tentang Penjabaran

Pertanggungiawaban Peteksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut

dari Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkal.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahlan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Tana Torajap.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 31 Agustus 2020

BI'PATI TAITATORI"'4,

GXATAE

Diundangkan di Mqkale

pada tanggal 31 6gsstus 2020

KABI'PATEXT TATA T'ORA.'4"

BI'NA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANATORAIA TAHUN 2O2O NOMOR 01

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KAEIUPATEN TANA TO A'

t


